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ABSTRACT 

In an effort to fulfill the obligation as a good Indonesian citizen of the city of 

resident ID cardBanjarmasin trying to obtain a personal identity in this case is a  

)KTP(, as a legitimate citizen in the Indonesian law. Therefore, if the identity card 

(KTP) is damaged/lost/change in identities or resident data, the community of 

il Banjarmasin is trying to get the service from the population Office and civ

registration of Banjarmasin City to the community. The goal that is to be achieved 

in this research is to find out what are the changes in the renewal service in the 

city of population and civil registration services of Banjarmasin and the renewal 

rs of resident identity cardfacto  (KTP) and civil registration service of 

Banjarmasin City. This research is done with a qualitative approach with the type 

of research used is deskritif, the location of research in the Department of 

registration of Banjaramasin CityPopulation and Civil . The technique of 

collecting data on this research is observation and interviews. The results of the 

renewal service of E-KTP of population and civil registration services 

Banjarmasin City can be concluded that in general, the renewal of E-KTP service 

in the population Office and civil registration of Banjarmasin City is not 

maximally well. The inhibitory factor in the renewal of E-KTP service in the 

m servicepopulation Office and civil registration of the city of Banjarmasin is fro . 

Suggestion submitted to the Ministry of Occupation and civil registration of the 

city of Banjarmasin based on the conclusion, researchers suggested to the 

population service and civil registration of Banjarmasin City to fix indicators that 

onsidered still less successful so that the renewal service Eare c -KTP in the 

population office and civil registration of the city of Banjarmasin can be 

categorized well. 

 
 :Keyword E-KTP ,public service 

Abstrak 

Dalam upaya memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik 

kota Banjarmasin berusaha memperoleh identitas diri dalam hal ini Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), sebagai warga negara yang sah dalam hukum Indonesia. Oleh 

karena itu, jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) rusak / hilang / berubah identitas 

atau data kependudukan, maka masyarakat Banjarmasin berupaya mendapatkan 

pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin kepada 

masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
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mengetahui apa saja perubahan pelayanan perpanjangan di Kota Kependudukan 

dan Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Faktor Pembaharuan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Kota. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskritif, lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Banjaramasin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah observasi dan wawancara. Hasil pembaharuan layanan E-KTP 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa 

secara umum pembaharuan layanan E-KTP di Kantor Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin belum maksimal dengan baik. Faktor 

penghambat pembaruan layanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Banjarmasin adalah dari layanan. Saran yang disampaikan kepada 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin 

berdasarkan kesimpulan, peneliti menyarankan kepada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk membenahi indikator-indikator yang 

dinilai masih kurang berhasil sehingga pembaruan pelayanan E-KTP di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dapat dikategorikan 

dengan baik. 

:Kata  kunci E-KTP ,pelayan publik 

 

1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan kebijakan pemerintah 

pusat terkait salah satu program 

pemerintah yang dikeluarkan pada 

tahun  2011 adalah program dari 

Kemendagri melalui Disdukcapil, 

yang diberi nama  “KTP elektronik 

Nasional”  .Sudah menjadi hak dan 

kewajiban warga Negara untuk  

mengikuti program ini. KTP 

elektronik atau yang dikenal dengan. 

EyProgram -KTP diluncurkan oleh 

Kemendagri Republik Indonesia. 

Program E- belakangi iKTP dilatar

KTP Ipembuatanisistemooleh

konvensional/ diindonesia pnasional

seseorang Pyang memungkinkan

dapat memiliki lebih dari satu KTP. 

belum adanya oHal ini disebabkan

basis data terpadu yang menghimpun 

data penduduk dari seluruh 

Indonesia. tersebut lFakta

peluang Pmemberi

curang dalam hallberbuatlinginlyang -

hal tertentu dengan menggandakan 

KTP- a dapat digunakan nya misalny

menghindari pajaki:luntuk , 

pembuatan paspor lmemudahkan

yang tidak dapat dibuat 

kotaldiseluruh , mengamankan 

korupsi atau kejahan/ 

lainnyakkriminalitasa , 

menyembunyikan identitas  (seperti 

memalsukan dan ldanhteroris

menggandakan E-KTP.  

ksanaan pemerintahan Pela

elektronik  (e- Government  (

diharapkan bisa meningkatkan 



Pelayanan Pembaharuan E-KTP 

   JPP: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan,Vol.2 No.1, Januari-Juni 2020    69 

 

kualitas pelayanan kepada 

msyarakat . 

Setelah diamati ternyatalada 

beberapa perbedaanyantara KTP 

konvensional dengan E-  KTP yaitu: Di 

KTP konvensionl masih adaltanda tangan 

manual, sedangkan di E-KTP sudah tidak 

adaLtanda tangan. Pada beberapa bagian 

di KTP memanglah sama, foto, isi, format 

pengisianya, sedangkan E-KTP disini 

yaitu adanya mikrochip, fungsinya adalah 

sebagai media yang bisa menyimpan data. 

Untuk KTP Nasional sendiri punya satu 

tahapan yaitu pengawasn dan pengesahan 

dari tngkat RT atau RW dan seterusnya, 

E-KTP ini tidak bisa dipalsukn atau 

digandakan, satu kartu ini hanya berlaku 

untuk satu orang, diterima secara 

internasional dan tingkat kepercayaannya 

terhadap keabsahan kartu ini sangat tinggi. 

Perbedaan signifikan dari 

keduanya, yaitu E-KTP ini benar-benar 

dilindungi dari segi keamanan 

percetakannya, seperti teks reliefnya, 

mikro teks, filter gambar, tinta yang tak 

terlihat, warna yang akan terlihat jika 

dibawah sinar ultra violet serta desain nya 

  .anti copyKalau dilihat dari kegunaan dan 

segi keamanannya  ,jelas E -KTP yang 

lebih unggul  ,dilatar belakangi kasus 

pembuatan KTP Nasional yang mana 

seseorang bisa membuat KTP lebih dari 

satu. Menggabungkan data penduduk dari 

seluruh daerah negara Indonesia E-KTP 

tentu saja memiliki perbedaan dari 

KTP Nasional sebelumnya. 

Dalam penyelenggaraan 

pelayanan tersebutf masyarakat 

selaku pemohon terlibat sebagai 

penentu apakah kebijakan tersebut 

tepat sasaran dan masyarakat sudah 

merasa puas dengan kinerja. 

Disdukcapil Kota Banjarmaisin. 

Masyarakat kota Banjarmasin 

sebagai Warga Indonesia yang baik 

telah mengikuti kebijakan yang 

diberikan pemerintah yaitu dengan 

memiliki E-KTP. Dengan begitu 

apabila E-KTP yang dimiliki 

mengalami masalah  (seperti hilang, 

rusak serta mengganti data/ identitas) 

wajar saja apabila masyarakat selaku 

pemohon tersebut melakukan 

pembaharuan E-KTP dengan 

melaporkan kepada  Disdukcapil 

Kota Banjarmasin. Namun dlam hal 

ni peneliti ingin mengetahui sejauh i

mana pelayanan yang diterima 

masyarakat selaku pemohon, untuk 

mendapatkan haknya sebagai Warga 

Negara Indonesia. 

 

1.1. Rumusan Masalah 

Penjelasan dalam 

belakang diatasllatar , maka berikut 

masalah penelitian ini lrumusan

adalah : 

1. pelayann LBagaimana

pembaharuan E-KTP di 

Disdukcapil Kota Banjarmasin 

? 

2. Apa faktor-faktor penghambat 

dalam Pelayanan Publik di 

Kantor Disdukcapil Kota 

pelayanan kBanjarmasin dalam

E- KTP ? 

 

1.2. PenelitianLTujuan  

tujuan yang diperoleh lAdapun

dari penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengtahui pelayanan 

pembaharuan E-KTP di Kantor 

Disdukcapil Kota Banjarmasin. 

2. Untuk mengetahui hambatan 

pelayanan pembaharuan E-

KTP dalam pelayanan publik 
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di Kantor Disdukcapil Kota 

Banjarmasin. 

 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

dapat lPenlitian yang dilakukan

berikutkmemberikan manfaat sebagai  

:  

1. PraktislManfaat  

a. ini diharapkan lPenelitian

memberikan ldapat

masukan kepada pegawai 

Disdukcapil Kota 

Banjarmasin untuk 

pembangunan dan 

peningkatan pelayanan 

dalam pembuatan E-

KTP. 

b. Hasil penelitian ini dapat 

menjadi acuan pegawai 

Disdukcapil Kota 

Banjarmasin untuk 

meningkatkan pelayanan 

publik pembuatan E-KTP 

terhadap masyarakat.  

c. Penelitian ini juga di 

harapkan dapat berguna 

informasio  sebagai bahan

dan referensi bagi 

penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Teoritis 

Untuk meningkatkan disiplin 

administrasi publik dan kualitas 

pelayanan Aparatur Pemerintah. 

Terutama pelayanan publikj sehingga 

kemudian hari akan mampu 

membandingkan teori yang di 

peroleh di perkuliahan serta 

aplikasinya dengan kenyataan yang 

terjadi di lapangan. Penelitian 

dapat menambah wawasan dan iini

pengetahuan omemperbanyak ilmu

bidang administrasi publik, 

khususnya mengenai manajemen 

usiasumber daya man . 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pelayanan 

Pengertian Pelayanan terutama 

bagaimana pelayanan itu oapa dan

sendiri. secara harpiaho , pelayanan o

berasal dari kata  “layan”   atau 

memberikan suatu, sedangkano  

“pelayanan”   mempunyi arti sebagai 

orang yang memberikan sesuatu 

(baik jasa atau produk) orang okepada

lain.   Gie  (1993) mendefinisikan 

pelayanan merupakan 

kegiatan dalam suatu Osuatu

yang Oatau instansiOorganisasi

mengamalkan dan Odilakukan untuk

kepada Omengabdikan diri

asyarakatm . dengan hal oBerkenan

ini, pengertian publik 

diarahkan kepadaolebih  ”pengguna 

jasa layanan”   dilakukan oleh Oyang

publikOseorang pelayanan , 

adalah pegawai Ohal iniOdalam

pemerintah. jasa OPara penggunaO

pelayanan publik yang 

saja adalah Okonkret tentuOpaling

langsung menerima Omereka yang

jasa pelayanan Oatau menikmati 

publik itu. 

2.2.1. Standar Pelayanan Publik 

menurut OStandar pelayanan

Kasmir  (2005: 18-21) yaitu dasarO -

sepuluh Opelayanan terdapatOdasar

diperhatikan agar Ohal yang harus

penerima layanan Odapat membuat

amanOmenjadi , nyaman, dan 

menyenangkan, lain seprtiOantara : 
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1. berpenampilOdanOBerpakaian

an rapi dan bersih. 

2. diriOPercaya ,   akrab Obersikap

dengan senyumanOdan penuh . 

3. dan Odengan lembutOMenyapa

nama OmenyebutkanOberusaha

mengenal Ojika sudah

sama lainOsatu . 

4. Tenang, sopanO , hormat, serta O

sikap Otekun mendengarkan

pembicaraan. 

5. dengan OBerbicara

dan benarOyang baikObahasa . 

6. melayani OdalamOBergairah

menunjukkan OdanOnasabah

kemampuannya. 

7. menyela atau OJangan

pembicaraanOmemotong . 

8. nasabah meyakinkan OMampu

memberikan kepuasanOserta . 

9. sanggup OJika tidak

yaOpermasalahanOmenangani

adaOng , minta bantuan. 

10. melayaniObelum dapatOBila , 

beritahu 

dilayaniOakanOkapan . 

 

3. METODE PENELITIAN 

digunakaOyangOPendekatan

adalah Openelitian iniOdalamOn

Kualitatippendekatan . Pendekatan 

Kualitatip adalah yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang 

pelayanan pembaharuan E-KTP, 

dengan cara deskriptip. 

penelitian yang digunakan OTipe

penelitian deskriptif Oadalah tipe

Kualitatip. 

menggunakOpenelitiOAlasan

Kualitatip karena  an pendekatan

peneliti akan turun langsung 

berhungan dengan subjek penelitian 

agar dapat mengumpulkan, data-

data ataupun informasi, serta 

dalam OberlangsungOditelitiOyang

dan Olatar yang wajar

untuk mengetahui Obertujuan

seksama mengenai Odengan

Pembaharuan E Pelayanan -KTP 

Pada Disdukcapil Kota 

Banjarmasin. 

Lokasi yang diambil adalah 

Kantor Disdukcapil Kota 

Banjarmasin yang diamati adalah 

beberapa proses penghambat dalam 

Pelayanan Pembaharuan E-KTP. 

pengumpulan OTeknik

dalam Oyang digunakanOdata

ObservasiOadalahOiniOpenelitian , 

dan dokumentasiOWawancara . 

analisis data pada saat OTeknik

mengumpulkan dan langsung serta 

selesai mengumpulan data. Terkait 

penelitian ini.  

 

4. HASIL PENELITIAN 

4.1.  Pelayanan Pembaharuan E -

KTP 

E-KTP atau Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik atau sering 

disingkat E-KTP 

adalah dokumen kependudukan yang 

memuat sistem 

keamanan/pengendalian baik dari sisi 

administrasi ataupun teknologi 

informasi dengan berbasis pada basis 

data kependudukan nasional. 
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Program E-KTP dilatarbelakangi 

oleh sistem pembuatan KTP 

konvensional/nasional di Indonesia 

yang memungkinkan seseorang dapat 

satu KTPOlebih dariOmemiliki . 

oleh pelaksanaan ODidorong

meningkaOdapatOuntukOpemerintah

pelayanan Otkan kualitas

masyarakatOkepada , Kemenendagri 

menerapkan yaitu 

elektronik OPendudukOTandaOKartu

atau E-KTP.  

Sejak ttahun  2011 Dinas 

Kepndudukan dan Pencatatan Sipi 

Kota Banjarmasin telah menerapakan 

E-KTP. Hal tersebut berkenanaan 

dengan tugas Pokok Disdukcapil 

Kota Banjarmasin dalam 

urusan pemerintahan Omelaksanakan

Administrasi Kependudukan Obidang

Sipil berdasarkan OPencatatanOdan

Undang- 24ONomorOUndang  Tahun 

salPaO2013  64 ayatO  (8) tentang 

KependudukanOAdministrasi , 

kpendudukan Oadministrasi

penataan Orangkaian kegiatnOadalah

dalam Odan penerbitan

data Odokumen danOpenerbitan

melalui mendaftar Okependudukan

penduduk, pencatatan sipil, 

informasi Opengelolaan

endudukan kepOadministrasi

pendayagunaan Oserta

untuk pelayanan publik dan Ohaslnya

sektor lainOpembangunan . 

Adapun mekanisme pembuatan 

E-KTP pada Disdukcapil Kota 

Banjarmasin, yaitu : 

4.1.1. Menerima dan meneliti 

berkas pemohon 

Pemohon memasukan berkas 

syaratuntuk melengkapi -syarat 

pembaharuan identitas atau 

pergantian E-KTP yang lama 

dikarenakan rusak atau hilang. Hasil 

yang Odan wawancaraOobservasi

dilakukan oleh penulis di Kantor 

Disdukcapil Kota Banjarmasin untuk 

mengetahui apakah masyarakat 

persyaratan mengetahui 

pembaharuan/perubahan E-KTP 

ketika menggurus pembaharuan/ 

perubahan E-KTP serta mengetahui 

melalui pelayanan apa masyarakat 

mengurus pembuatan E-KTP.  

Berdasarkan penelitian di lapangan 

peneliti mewawancara pemohon 

yang bernama Ibu Nadia,  Beliau

mengatakan :  

“Saya sudah tahu persyaratan 

pembaharuan E-KTP dari petugas 

informasi Disdukcapil Kota 

Banjarmasin. Sebelumnya 

pengemblin E-KTP yang sudah 

dicetak diambil kecamatan masing-

masing. Namun saat ini pengambilan 

E- langsung ke KTP harus diambil 

Kantor Disdukcapil Kota 

Banjarmasin, menurut saya ini tidak 

efektif. )Wawancara   :Senin  ,24  

Februari 2020 .( 

 

Beliau juga menambahkan :  

“Satu tahun yang lalu  ketika saya 

ingin mengurus pembaharuan E-

KTP terkendala blangko, ini 

dikarenakan Disdukcapil Kota 

Banjarmasin kehabisan blangko. 

Kemudian ditahun ini juga hal yang 

sama menjadi kendala sehingga 

untuk mendapatkan pembaharuan E-
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KTP dapat dikatakan saya 

mengalami kesulitan” 

 

Dapat disimpulkan dari hasil 

rakat penelitian kepada masya

Disdukcapil di atas bahwa 

masyarakat ada yang memilih untuk 

datang langsung ke kantor untuk 

menanyakan persyaratan 

Pembaharuan/pergantian E-KTP.  

 

4.1.2. Melakukan Verifikasi 

database 

Penerima bertugas meneliti 

berkas permohonan meregister dan 

memberikan ke petugas operator 

yang kemudian data dari berkas 

tersebut akan di input/di entry oleh 

petugas operator. Peneliti 

mewawancara Bapak Khairul Selaku 

Kepala Disdukcapil Kota 

Banjarmasin, beliau mengatakan :  

“Bagi pemohon mengenai pelayanan 

ami laksanakan dalam yang k

memberikan pelayanan E-KTP 

kepada masyarakat sudah kami 

maksimalkan, karena kendala kami 

sekarang yaitu keterbatasannya 

blangko dari pusat”  ) Wawancara   :

Seni n 24 Februari 2020 ( 

Berdasarkan penelitian dilapangan 

menemukan ada penghambat penulis 

yang membuat penerbitan 

pembaharuan/pergantian E-KTP 

menjadi terlambat. Berikut alasan 

yang disampaikan selaku Kabid 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Disdukcapil Kota Banjarmasin yang 

bernama Bapak Yusuf, beliau 

mengatakan: 

“ ohon yang ingin mengurus Bagi Pem

pembaharuan E-KTP harus ada data 

dukungnya dari pusat tetapi kendala 

kami sekarang yaitu adanya 

kerusakan alat-alat dari pusat dan 

untuk perbaikannya kami harus 

menunggu konfirmasi dari pusat“ 

)Wawancara Selasa 25  Februari 

2020). 

apat disimpulkan dari hasil wawancara D

kepada pegawai Disdukcapil Kota 

Banjarmasin bahwa hambatan yang 

menyebabkan terlambatnya proses 

penerbitan pembaharuan/pergantian E-

KTP yaitu Blangko yang terbatas dan 

kerusakan alat-alat dari pusat, itu akan 

t penyelesaian menghamba

pembaharuan/pergantian E-KTP. 

4.1.3. Menyerahkan E-KTP yang 

sudah selesai 

Menyerahkan E-KTP kepada 

pemohon adalah prosedur terakhir dalam 

proses penerbitan pembaharua E-KTP 

sesudah E-KTP di cetak selanjutnya 

diserahkan kepada pemohon. Untuk 

lebih jelas berikut hasil wawancara 

dengan Bapak Yusuf selaku Kabid 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk, beliau 

mengatakan  :  

“Untuk proses pelayanan 

pembaharuan E-KTP yang pertama 

kami cari adalah data dahulu 

apabila data pemohon sudah 

instansi lainterkoneksi dengan , 

karena data rekam ini untuk 

merubah data atau pembaharuan E-

KTP dan bisa dicetak langsung”  

)Wawancara   :Selasa 25  Februari 

2020). 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut dapat disimpulkan 
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pelayanan pembaharuan/pergantian 

E- Disdukcapil Kota KTP 

Banjarmasin yang sering menjadi 

hambatan proses penerbitan E-KTP 

yaitu terbatasnya blangko dan 

rusaknya alat-alat dari pusat, ini 

menjadi kendala masyarakat yang 

sudah lama menunggu penerbitan E-

KTP.  

4.2. Faktor-faktor Penghambat 

baharuan EPelayanan Pem -

KTP 

4.2.1. Efisiensi 

Dalam  memperoleh penerbitan 

E-KTP,  masyarakat Kota 

Banjarmasin selaku pemohon juga 

mengalami hambatan-hambatan  

sehingga  pelaksanaan  penerbitan E-

KTP tidak berjalan sesuai harapan. 

Kota Disdukcapil  Sejauh ini

berupaya untuk Banjarmasin sudah 

meningkatkan pelayanan pembuatan 

pembaharuan E-KTP. Beberapa  

faktor  penghambat yang timbul dari 

faktor eksternal Disdukcapil Kota 

Banjarmasin yakni karena 

masyarakat selaku pemohon yang 

menjadi masalah dalam proses 

pembaharuan E- tidak tepat pada KTP 

waktu yang seharusnya.  

4.2.2. Kepastian Waktu 

Hambatan yang dihadapi 

dalam  Disdukcapil Kota Banjarmasin

melakukan proses pelyanan 

penerbitan E-KTP dari faktor 

internal. pembuatan  E-KTP  tidak  

lama,  hambatan yang di alami 

t pengadaan sekarang yaitu terkai

blangko dari pusat Disdukcapil Kota 

Banjarmasin tidak dapat memastikan 

kapan akan selesai. Akibatnya 

pemohon harus kembali beberapa 

kali ke kantor Disdukcapil Kota 

Banjarmasin untuk memastikan 

pembaharuan E-KTP sudah selesai. 

ersulit pemohon Hal ini tentu memp

selain keperluan pemohon tertundan 

pemohon juga harus bolak-balik 

memastikan pembaharuan E-KTP 

tersebut. 

5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian di Kantor Disdukcapil 

Kota Banjarmasin maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. elayanan pembaharuan EP -

KTP pada Kantor Disdukcapil 

Kota Banjarmasin dalam 

pelayanan pembaharuan E-

KTP belum diterapkan secara 

maksimal. Banyak masyarakat 

selaku pemohon mengeluh 

terhadap pelayanan E-KTP 

karena persoalan waktu yang 

hon tidak jelas sehingga pemo

diminta menunggu sampai 

penerbitan E-KTP baru selesai 

tanpa tahu kapan tepatnya E-

KTP tersebut selesai 

diterbitkan. Hal tersebut 

membuktikan bahwa 

Disdukcapil Kota Banjarmasin 

tergolong lamban dan tidak 

efektif dalam meberikan 

pelayanan pembaharuan E-

KTP.  

2. Faktor-faktor penghambat 

dalam pelayanan pembaharuan 

E-KTP di Disdukcapil Kota 
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Banjarmasin berdasarkan 

penelitian peneliti berkaitan 

dengan terbatasnya jumlah 

blangko dari pusat. Selain itu 

penerbiatan E-KTP juga 

bergantung pada server pusat. 

terjadi   Apabila

kerusakan/gangguan pada 

server maka penerbitan E-KTP 

akan terhambat dicetak. 

 

5.2. Saran  

Upaya meningkatkan 

pelayanan pembaharuan E-KTP pada 

Kantor Disdukcapil Kota 

Banjarmasin yaitu : 

1. Disdukcapil Kota Banjarmasin 

efisiensi harus meningkatkan 

dalam pelayanan E-KTP 

terutama terkait masalah 

kepastian waktu sehingga 

masyarakat selaku pemohon 

tidak merasa dipersulit 

mendapatkan pembaharuan E-

KTP. Mengingat bahwa E-KTP 

adalah dokumen 

Kependudukan yang saat 

penting karena banyak 

dalam urusan diperlukan 

sehari-hari oleh masyarakat, 

Disdukcapil Kota Banjarmasin 

harus lebih meningkatkan 

penerbitan E-KTP dengan 

menambah jumlah blangko. 

2. Pelayan E-KTP bergantung 

pada server jika sever 

bermasalh maka proses 

penerbitanan terhenti maka 

ngkatan sebaiknya peni

infrastruktur  (jaringan) 

teknologi harus lebih 

diperhatikan. Hal ini, karena E-

KTP merupakan pelayanan 

yang pemanfaatannya berbasis 

elektronik. Artinya seluruh 

saran prasarana untuk 

penggunaan elektronik tersebut 

harus lebih ditingkatkan untuk 

hindari dan meng

meminimalisir terjadi 

hambatan-hambatan yang 

terjadi karena gangguan pada 

server. 
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